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(4)

(1)

(2)

(3)

Pajak sejumlah
b. Dana Alokasi Umum sejumlah Rp. 943.411.298.000,00
c. Dana Alokasi Khusus sejumlah Rp. 1.380.818.412.000,00

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hibah sejumlah Rp. 12.420.000.000,00

b. Dana Insentif Daerah sejumlah Rp. 69.509.920.000,00
Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah Rp. 7.154.364.234.826,00

b. Belanja Langsung sejumlah Rp. 5.139.430.765.174,00

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
terdiri dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 1.703.658.908.127,00
b. Belanja Bunga sejumlah Rp. -

c. Belanja Subsidi sejumlah Rp. -

d. Belanja Hibah sejumlah Rp. 881.536.703.062,00
e. Belanja Bantuan Sosial sejumlah Rp. 9.774.550.000,00
f. Belanja Bagi Hasil kepada Rp. 2.863.290.000.000,00

Kabupaten/Kota sejumlah

g. Belanja Bantuan Keuangan kepada Rp. 1.671.104.073.637,00
Kabupaten/Kota danPartai Politik
sejumlah

h. Belanja Tidak Terduga sejumlah Rp. 25.000.000.000,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri
dari jenis belanja:

a. Belanja Pegawai sejumlah Rp. 449.152.166.646,00

b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah Rp. 3.055.584.966.304,00

c. Belanja Modal sejumlah Rp. 1.634.693.632.224,00

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp. 451.329.096.124,00

b. Pengeluaran sejumlah Rp. -

Penerimaan sebagaimana dimakud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

pembiayaan :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Rp. 451.329.096.124,00
Anggaran sebelumnya (SiLPA) sejumlah

b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Rp. -
Dipisahkan

d. Penerimaan Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

e. Penerimaan Kembali Pemberian Rp. -
Pinjaman sejumlah

f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp. -

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari




jenis pembiayaan:

a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp. -

b. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Rp. -
Daerah

c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah Rp. -

d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp. -

Pasal 5

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dapat digunakan untuk membiayai
sebagai berikut :
(1) Keadaan darurat meliputi :
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar
biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan
publik.

(2) Keperluan mendesak meliputi :

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang
anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan
tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan
perundang-undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan
kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

(3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-
tahun sebelumnya.

Pasal 6

Pendanaan yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada pasal
5 dapat menggunakan Belanja Tidak Terduga.

Pasal 7

Dalam hal Belanja Tidak Terduga tidak mencukupi dapat dilakukan

dengan cara:

a. Menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja
program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

b. Memanfaatkan Uang Kas yang tersedia.

Pasal 8

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan
Organisasi;






